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PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM MENJADI PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan merupakan jenis Pajak Kota;

bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, disebutkan Piutang Pajak yang tidak
mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebelum menjadi Pajak Daerah,;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya
Penghapusan;



Menetapkan
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Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM MENJADI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

i1,

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah Kota Tebing
Tinggi.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya
disebut SISMIOP adalah sistem yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik
Indonesia untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan dengan
bantuan komputer.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah sebagai akibat diterbitkannya Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang.

Piutang Pajak dalam basis data PBB adalah seluruh pokok
ketetapan pajak termasuk yang telah daluwarsa sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dikurangi
dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas denda.
Pokok Ketetapan adalah pajak yang harus dibayar yang
tercatat pada basis data PBB.



BAB I
PIUTANG PAJAK
Pasal 2

Piutang pajak dalam basis data SISMIOP adalah seluruh pokok
ketetapan pajak termasuk yang telah daluwarsa sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku dikurangi dengan pembayaran
yang telah masuk dalam basis data SISMIOP, tidak termasuk
pembayaran atas denda dari basis data SISMIOP yang diserahkan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.

BAB 1II
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 3

(1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai basis data
SISMIOP yang diserahkan Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

(2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah objek pajak yang hak untuk melakukan penagihan
piutang pajak sudah daluwarsa;

(3) Kedaluwarsa piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak.

(4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara kolektif dengan diterbitkan Keputusan Wali
Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4
Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Kota Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Desember 2019
WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Diundangkan di Kota Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Desember 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
iz c
MUHAMMAD DIMIYAHTI
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